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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua 
kegiatan kehidupan, akan  melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, 
sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan thayyiban. Tatanan kehidupan yang 
baik ada dalam diri seorang muslim dimana mereka memperhatikan factor dunia 
dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang 
meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan 
akhirat demi untuk urusan dunia. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut 
merupakan karakteristik unik system ekonomi Islam. Perpaduan antara unsur 
materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem ekonomi lain, baik kapitalis 
maupun sosialis.
1
 
Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila 
dibandingkan dengan liberalisme dan sosialisme. Jika sistem ekonomi liberal 
lebih menekankan aspek keadilan distributif dan sosialisme menekankan keadilan 
yang merata, maka berbeda dengan sistem ekonomi syari’ah. Sistem ekonomi 
syari’ah mengutamakan aspek hukum dan etika yakin adanya keharusan 
menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain: 
prinsip ibadah, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi. 
Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syari’ah, 
                                                             
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 
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sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan 
pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta 
menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip dan etika 
bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan 
syari’ah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis 
tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga 
keuangan syari’ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (profit sharing).2 
Pada era reformasi, perkembangan lembaga keuangan / perbankan 
syari’ah semakin luas. Hal ini disebabkan telah berlakunya Undang-undang No. 
10 Tahun 1998 setelah diamandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan, yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang 
dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syari’ah. Undang-undang 
tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 
cabang-cabang syari’ah atau memungkinkannya bank konvensional mengkonversi 
diri secara total menjadi bank syari’ah. 
Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan 
bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 
syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 
                                                             
2 Juhaya S Praja, BMT dan Bank Islam. (Bandung: CV. Azkia Agung Pratama, 2006), 
hlm. 27. 
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dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah 
(UUS), dan bank pembiaayaan rakyat syariah (BPRS).
3
 
Sebagai upayah untuk lebih mengembangkan sistem perbankan syari’ah 
dan lebih memperkenalkan sistem serta operasional perbankan syari’ah kepada 
masyarkat yang berada di daerah-daerah, maka disalurkan melalui didirikannya 
beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, yang sebelum Undang-undang 
Perbankan Syari’ah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi 
keuangan, akan tetapi tidak diperboleh melakukan kegiatan usaha dalam lalu 
lintas pembayaran.  
Pelaksanaan BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah selain diatur didalam Undang-Undang Perbankan juga diatur berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR 1999 tanggal 12 
mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Dalam 
hal ini, secara teknis BPR Syariah merupakan lembaga keuangan sebagaimana 
BPR, yang operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.4 Salah satunya adalah 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah yang beroperasi di Jl. Sutisna 
Senjaya No. 99 Tawang Kota Tasikmalaya 46113 Telp.(0265)325033 
Fax.(0265)325036. 
                                                             
3 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32-33. 
4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus 
FE UII, 2007), hlm. 90. 
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Seperti halnya lembaga perbankan, BPRS juga menawarkan kepada 
nasabah dengan berbagai produk. Salah satu produk yang di jalankan oleh BPRS 
Al-Madina yaitu pembiayaan murabahah, yang merupakan penjualan barang 
seharga pembelian disertai dengan keuntunga yang diberikan oleh pembeli.
5
 
Seperti pembiayaan pembelian bahan bangunan, pelaksanan teknis pembiayaan 
pembelian bahan bangunan ini dilakukan oleh Debitur (Nasabah) untuk dengan 
atas nama Bank berdasarkan kuasa dari Bank.
6
 Pembelian barang tersebut 
dilakukan dengan adanya akad wakalah, sebagai perwakilan dari pihak BPRS 
untuk membeli barang yang di inginkan oleh nasabah kepada supplier/pemasok, 
dalam pengambilan barang.  
Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Madinah dimulai 
dengan pengajuan rencana anggaran belanja (RAB) untuk pembelian barang oleh 
calon nasabah. Kemudian pihak BPRS akan mengkaji secara cermat dan penuh 
ketelitian terhadap karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah 
dinilai layak maka kedua pihak dapat melakukan kontrak murabahah, tetapi 
nasabah juga melakukan akad wakalah sebagai perwakilan BPRS untuk membeli 
barang dari supplier yang harus ditentukan oleh nasabah itu sendiri dan BPRS 
menyerahkan sejumlah dana yang disepakati.
7
 
Dengan kontrak murabahah bil wakalah tersebut maka BPRS dan 
nasabah melakukan akad murabahah diwaktu yang bersamaan dengan akad 
                                                             
5 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syari’ah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 
hlm. 226. 
6 Dokumen tentang kontrak Akad Murabahah Pasal 6 Ayat 2 BPRS Al-Madinah. 
7 Wawancara dengan Fachrudin Rahmat, SE,Sy selaku pegawai BPRS Al-Madinah 29-
04-2016. 
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wakalah. Selain itu BPRS memposisikan nasabah sebagai wakil BPRS dalam 
pembelian objek jual-beli murabahah tersebut. Selanjutnya nasabah akan 
membayar seharga barang beserta keuntungan (marjin) yang disepakati dengan 
cara diangsur ke BPRS Al-Madinah. 
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah disebutkan bahwa dalam produk murabahah bank (BPRS) harus 
membeli terdahulu aset yang dipesan oleh nasabah atas nama bank (BPRS) secara 
sah dan bebas riba selanjutnya menawarkan asset (barang) kepada nasabah. Salah 
satu dari syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli (ma’qul alaih) 
adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang milik sendiri, tidak sah 
menjual barang-barang yang belum menjadi miliknya.
8
 Oleh karena itu sebelum 
melakukan akad jual beli murabahah dengan nasabah, secara prinsip barang 
tersebut (objek jual beli) harus sudah menjadi milik bank dengan kontrak 
murabahah dilakukan setelah barang. 
Contoh kasus nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian bahan 
bangunan, dengan pengajuan rancangan anggaran belanja sebesar Rp. 5.000.000. 
kemudian pihak BPRS mengkaji secara cermat dan penuh ketelitian terhadap 
karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah dinilai layak maka 
kedua bela pihak melakuakan akad murabahah, dan juga melakukan akad 
wakalah diwaktu yang sama untuk mewakili BPRS membeli barang dari 
supplier/pemasok yang ditentukan oleh nasabah itu sendiri dan BPRS 
menyerahkan dana Rp. 5.000.000 yang telah di ajukan oleh nasabah. Dengan 
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marjin yang disepakati Rp. 900.010. Selanjutnya nasabah akan membayar dengan 
cara diangsur dalam jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp. 491.667. ke 
BPRS Al-Madinah. 
Hal ini bertentangan dengan sistem murabahah dalam perbankan Islam 
diamana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual 
(bank) dan dimiliki olehnya dan penjual (bank) seharusnya mampu 
mengirimkannya kepada pembeli (nasabah).
9
 
Dari contoh kasus di atas dapat dilihat adanya ketidaksinambungannya 
antara pelaksaan pembiayaan murabahah yang dijalankan BPRS Al-Madinah 
dengan teori Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. 
Oleh karena itu, penulis tertaik untuk mengkaji lebih dalam dari permasalahan di 
atas yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Akad 
Murabahah Bil Wakalah untuk Pembelian Bahan Bangunan Di BPRS Al-
Madinah Tasikmalaya”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari permasalahan diatas tetang pelaksanaan akad 
murabahah di waktu yang bersamaan dengan akad wakalah dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses akad pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian 
bahan banguan di BPRS Al-Madinah? 
                                                             
9 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan RIba dan Interpretasi 
Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm 193. 
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2. Bagaimana relevansi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah 
untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-madinah Tasikmalaya? 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin 
dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pembiayaan murabahah bil wakalah terhadap 
pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah 
2. Untuk mengetahu relevansi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang murabahah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil 
wakalah untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah. 
D. Kerangka Pemikiran 
Aktivitas keuangan dan perbankan syari’ah dapat dipandang sebagai 
wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan 
paling tidak dua ajaran Al-Qur’an yaitu: Pertama, prinsip At-Ta’awun, yaitu 
saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk 
kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Maidah : 2 
... َّتٱَو ِِۚن ََٰوُۡدعۡلٱَو ِمۡث ِۡلۡٱ َيلَع ْاُونَوَاَعت َلََو ٰۖ َٰىَوۡقَّتلٱَو ِِّربۡلٱ َيلَع ْاُونَوَاَعتَو ِبَاقِعۡلٱ ُديِدَش َ َّللّٱ َِّنإ َٰۖ َّللّٱ ْاُوق٢  
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 “..dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.10 
 Adapun Kaidah Fiqh tentang jual beli murabahah: 
 ِمْيِرْحَّتلا َيلَع ُلْيِلَّدْلا َّل َُدي يَّتَح ةَح َاب ِْلۡا ِءَايَْشْلأا ِيف ُلَْصَلأا  
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.”  
 Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, 
maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini 
amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. 
Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika 
tidak bekerjasama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan 
keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma 
yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas 
perdagangan. Salah satu bentuk perdagangan berupa pembiayaan yang dapat 
diaplikasikan melalui lembaga keuangan syariah ataupun secara mandiri, yaitu Al-
murabahah. 
 Murabahah berasal dari kata al-ribh (keuntungan), ia dibentuk dengan 
wazan (pola pembentukan kata), mufa’alat (dalam ilmu bahasa arab, sharaf) yang 
artinya menunjukan “saling”. Oleh karena itu, arti murabahah secara bahasa 
                                                             
10 Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 
hlm 141. 
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saling memberikan keuntungan
11
. Sedangkan menurut istilah, murabahah 
memiliki berbagai macam definisi salah satunya menurut Adiwarman A. Karim 
salam bukunya menjelaskan bahwa murabahah yaitu jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk dari natural certainly contract, 
karena dalam murabahah salalu ditentukan berapa jumlah required rate of profit 
(keuntungan yang ingin diperoleh).
12
 
 Didalam definisi disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, 
karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli 
tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 
ditambah pada biaya tersebut. Sayyid sabiq mendefinisikan murabahah adalah 
penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.
13
 
 Hal ini untuk menunjukan keseriusan pembeli. Jika kemudian pembeli 
membatalkan pesanannya, uang muka ini bisa digunakan untuk mengganti 
kerugian penjual (Bank). Bila uang muka kecil di bandingaka jumlah kerugian 
penjual, maka penjual boleh meminta kekurangannya. Begitu juga sebaliknya jika 
kelebihan, pembeli berhak atas kelebihan itu.
14
 
 Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori 
penjualan dengan pembayaran tunda. Meski tidak didasarkan pada teks Al-Qur’an 
                                                             
11 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: 
Pustaka Bani Quraisy. 2004), hlm. 61. 
12 Adiwarman A Karim, , Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2011), hlm. 113. 
13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah / Fiqh As-Sunnah. (Bandung: PT. Al-Ma’arif,J. XII, 1987), 
hlm. 85. 
14 Adiwarman A Karim, op.cit. hlm 115. 
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dan Sunnah, namun dalam kajian fiqih Islam jenis transaksi ini dapat dibenarkan. 
Bank-bank Islam telah mengatur kontrak murabahah dalam aktivitas pembiayaan 
mereka dimana barang-barang dilibatkan dan bank telah memperluas cakupan dan 
tingkat penggunaannya. Pembiayaan semacam ini sekarang telah mencapai lebih 
dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank Islam berkat kemampuannya untuk 
memberi keuntungan yang ditetapka di muka dari ivestasi bank, sangat mirip 
dengan keuntungan yang ditetapkan di muka pada bank-bank yang berbasis 
bunga. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk bank syari’ah dalam 
menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syari’ah. Penyaluran 
dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 
pemilik dana.
15
 
 Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain 
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
16
 Wakalah menurut bahasa artinya adalah 
al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan 
pemberian mandat). Al-wakalah atau al-wikalah menurut istilah para ulama 
berbeda-beda antara lain sebagai berikut: menurut Malikiyah al-wakalah adalah 
seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak atau 
kewajiaban, dia yang mengelola pada posisi tersebut.
17
 Sedangak menurut 
Hanifiyah al-wakalah ialah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf 
(pengelolaan). Menurut Syafi’iyah al-wakalah ialah suatu ibrah sesorang 
menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. 
                                                             
15 Ismail, Perbankan Syari’ah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 105. 
16 Fatwa No. 10 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah 
17 Abdurrahman, al-Jaziri, Kitab al-fiqh ‘Ala al-Madzahib al-‘Araba’ah, jilid 3, 
(Beirut:Dar al-Fikr. 1986), hlm. 167. 
11 
 
 
 Dewan Syari’ah Nasional adalah bandan/lembaga yang didirikan oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menampung berbagai masalah atau kasus yang 
memelukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-
masing Dewan Pengawas Syari’ah yang ada di lembaga keuangan syari’ah. 
Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupakan langkah efesien dan 
koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan 
masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syari’ah Nasional diharapkan dapat berfungsi 
untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 
 Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-
Qur’an maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau 
perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam 
Malik dan Imam Syafi’I mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut 
hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak 
menyebutkan referensi yang jelas dari hadist. Menurut Al-Kaff, seseorang kritikus 
kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai 
menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. 
karena tidak karena tidak ada acuan langsung kepadanya dala Al-Qur’an atau 
dalam Hadist yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan 
murabahah berdasarkan landasan lainnya. Malik mendukung faliditasnya dengan 
acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata “penduduk madinah telah 
berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan 
membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang 
telah disepakati. 
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 Imam Syafi’i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang 
menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: “belikan sesuatu 
untukku dan aku akan memberimu keuuntungan sekian” dan orang itu kemudian 
membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah. 
Wahbah az-zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan 
beberapa hal, yaitu: 
1. Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau 
harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. 
2. Hendaknya margin keuuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin 
keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui 
harga merupakan syarat sah jual beli. 
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, 
baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau 
setelahnya. 
 Oleh karena itu, dasar hukum murabahah menurut ijma’ para ulama umat 
Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai 
anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang 
lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara 
sah, dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi 
kebutuhannya.
18
 
                                                             
18 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 23. 
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 Fatwa dalam bahasa Arab: ىوتف  artinya nasihat, petuah, jawaban atau 
pendapat. Adapun yang dimaksud secara istilah adalah sebuah keputusan atau 
nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui 
otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau 
jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh permintaan fatwa (mustafti) yang 
tidak mempunyai keterikatan.
19
 
E. Langkah-langkah Penelitian 
 Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka 
langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 
sebagai suatu metode penelitian yang merupakan pengujian secara rinci terhadap 
satu latar atau satu subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu 
peristiwa tertentu
20
, maka penulis akan menguji secara rinci suatu peristiwa dan 
dokumen tentang proses pembiayaan murabahah yang diwakilkan oleh nasabah 
untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah dan mengetahui relevansi 
antara aplikasi pembiayaan murabahah yang di jalankan di BPRS Al-Maidah 
dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. 
 
                                                             
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa 
20 Suryana, Yaya dan Priatna, Tedi. Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Azkia 
Pustaka Utama 2007), hlm. 103. 
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2. Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif, yakni 
pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan 
menafikan segala hal yang bersifat kualitatif, sehingga gejala-gejala yang 
ditemukan diukur melalui penafsiran. 
 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 
kategori, yaitu: 
a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terhubung langsung dengan 
permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini antara 
lain dokumen-dokumen, wawancara dengan karyawan BPRS Al-Madinah. 
b. Sumber data sekunder, yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada 
hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku 
muamalah, perbankan syariah, fatwa DSN, dan artikel dari media elektronik. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
wawancara langsung dengan karyawan BPRS Al-Madinah.  
b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Seperti dokumen arsip kontrak akad. 
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c. Studi Pustaka, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah 
literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai data teoritis 
untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Pengelolaan dan Analisis Data 
 Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahap, 
anatara lain: 
a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpul dari observasi dan 
wawancara, kemudian diklarifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. 
b. Menafsirkan data yang terpilih, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis data kualitatif. 
c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah di 
analisis. 
 
  
